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Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang
serius dan berbahaya karena mengancam stabilitas ekonomi suatu negara dan keamanan global.
Aset hasil tindak pidana korupsi sering kali dilarikan ke luar negeri dengan cara
menempatkannya pada bank-bank luar negeri maupun dalam bentuk investasi lain. Pelaku tindak
pidana korupsi juga sering kali melarikan diri ke luar negeri dengan tujuan menghindari jeratan
hukum di negara aalnya. Keadaan yang memprihatinkan ini mendorong masyarakat internasional
melalui perwakilan negara-negara untuk membentuk suatu kerangka kerjasama internasional
dalam pengembalian asset hasil tindak pidana dan penangkapan pelaku tindak pidana korupsi
melalui kerangka United Nations Convention Against Corruption 2003. Mekanisme
pengembalian aset disini dilakukan dengan model Mutual Legal Assistance. Namun dalam
perkembangannya negara-negara, terutama Indonesia pada khususnya, banyak mengalami
hambatan dalam menjalankan Mutual Legal Assistance dikarenakan perbedaan sistem hokum
antar negara, pemenuhan prinsip dual criminality, pengakuan putusan perampasan negara asing,
dan political will suatu negara.
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